







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 
hasil evaluasi fungsi pelayanan Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029 terhadap 
kriterian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional, memiliki 3 kriteria fungsi 
Pelayanan Kegiatan Nasional(PKN) dari 4 fungsi kriteria PKN. Adapun 
kriteria fungsi PKN yang tidak dimiliki Kota Mataram dalam kebijakn 
RTRW Provinsi yaitu, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi 
simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan 
internasional. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuian fungsi pelayanan kegiatan 
nasional  Kota yaitu, memiliki 3 fungsi kriteria PKN dari 4 fungsi kriteria 
PKN yang ada, adapun kriteria yang tidak dimiliki yaitu kawasan perkotaan 
yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu 
gerbang menuju kawasan internasional. Sehingga Kota Mataram tidak lagi di 
fungsikan sebagai PKN tetapi di fungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 
(PKW). 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitiandapat disarankan, diperlukan penelitian 
lebih lanjut terkait dengan fungsi pelayanan kegiatan nasional di Provinsi 
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Foto Terminal Mandalika Di Kota Mataram 
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